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. DENGAN R A H H A T T U H A N Y A N G MABA EB&. 
GUBERNUR E3PALA BAI3&S T Ì N G K A T 1 N U B I T2NGGARA TIMOR 

J a. bnhwa dalam rangka moningkatkan keraojBipuan Peno 
xintah Dosa dan Pomorintoh Kelurahan dalam pe « 
nyolenggaraan tugas-tugas poi^rintahan, ttómbattgim 
an dan kemasyarakatan porla memborikan ptng&sìha» 
sebagian hasìl penerimaan Pajak Busti dan Bangunan 
bagian Daerah .Tingkat I Nusa Tenggara Timur se -
bagai salah satu pen&apatan Pemerlntab De sa dan 
Pemerintah Kelurahan j 

bV banwa bertmbung dengan -hai tersebut dìatas di 
pandang perlu menetapkan Beraturan Daerah Propin­
a i Daerah Tingkat I Fusa Tenggara Timur tentang 
Penyisih&n Penerimaan Pajak. Bòrni dan Bangunan .sj| 
gian Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Tiour kepada 
Pemerintah Desa dan Peiaerintah Kelurahan. 

: 1. UhdangMiodang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ptkok-
'pokok*Pemerintahan ai Daerah ( Lombaran Negala. Re 
publik Indonesia téhtm 197̂  Nomor 38, Tambahan -
LesAts&n Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) | 

2. UndangMindang Nomor 64 Tahunv1958 tentang Pei 
bentukan Daerah-daerah Tingkat I B a l l i Nasa 
gara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Ne 
gara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor ^115j 
Taobahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 
mor 1649 ) } 

3« Undang«-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pei* 
bentukan Daerah-daerah Tingl|| H dalam .. Wilayah 
Ilaerah-daerah Tingkat I BaìiÉ^Nuea Tenggara BaTat 
dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1956 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) 5 



• •Vm Undang~undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang " Bea© 
lintahan De sa ( Lembaran No gara Republik _ Indo 
nesia tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Ne 
gara Republik Indonesia Nomor 3153 ) ; 

5. ündang-^undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Bx 
donesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
NogaTa Republik Indonesia Nomar 3312 ) $ 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom^^l 
Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pĝ  
jak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negala Republik 
Indonesia tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3315 ) » 

7« Peraturan Mentori Dalam ̂ Ne^erjt^'I^epublik Sidone s i a 
Nomor 1 Tahun 1982 vtentang v$|tmber- J^ss^spatftn 
d&n Kekayaan DesavPehg^urusan dan Pengawafi 
annya j 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 1982 tentane Penyusunan AnggaTan 
Penerimaan dan Pengeluaran J^/22*@an Dosa, ? 

9, Peraturan Menteri-Dalam Negerx Republik Indonesia 
Nomor 4 T<ihun 1̂ 85 tentang Pengurusan Pendaff^ÄF 
i J a s i l Pätfek: Bumi dan Bangunajj j . . . , 

10, Peratniran Men$$vL. Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 8 q?ahun 1990 tenr-ang P'eng^iolaan Keuangan 
Kelurahan 5 

11. Keputusan Mentori Dalam Negeri Republik Indonesia 
. Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pédoman Penyisihan Pe 
nerimaan Pajak Bumi dsoi B&ngisu^ Daerah 
IMngkat I. dan Daerah Tingkat I I kepada Perne 
rintah Desa ; 

12« Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 9j8 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pe 
nerimaan, Pag'ak Bumi dan Bangunan Bagian Dae-cah 
Tingfcat X dan Daerah Tingkat I I serta Pemberian 
Suwb^ngan/Bantuan dan Pdraber-i&n Seb&gian Hasil.-_ 
Padak ' . dan Retribusi Daorah .kepada. 

Pemerintah. ..... 



tm *m 

Pemerintah Kelurahan \ 
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 

Tenggara Timur Nomor 3 Tahun.1983 tentang Sumber 
l^ndapatan d an Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pe 
ngaWasannya ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur-Tahun 1984 Nomor 
146 Seri D, -Uomoi' s e r i 146.) 4 . 

.14, PeraturannDaerali Propinsi Daerah -Tiagkat I Nusa 
Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyu 
sunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Ko** 
uangan Desa, ( Lembarkn Daerah. Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara. Timur Tahun 1984 Nomor 
147 Seri D, Nomor s e r i 147 ) . 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
.. ..4 Daerah-Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara -

'•Timur 

M 7J M U T U 5 K A N i . 

Menetapian : P&UTURAN DAE2AH • PROPINSI DAEilAH: TINGKAT I NUSA -
, ! , , ? V TSNGGARA TIMUR TiJNTANG PMYISIHAN PEH3RIMAAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DA^Vff TINGKAT I NUSA 
TENGGARA TIMUu E S P A D A PEMEIOTTAH DESA DAN PEMERBTA 
TAH KEHJRAHAN, 

BAB I 
&'ÍHZNTUAN UKUM' 

• Pasal 1 . ' . 

^alam P^raturan Daerah i n r % a n g dimáksud dengan : 
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 

Tenggara Timur j 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi 

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 
c. GubernurKcpala'Daerah adalah Gubernur Kepala 

Daerah Tingicat I Nusa Tenggara Timur ; 

° Pa3ak« .<-*•••••••• 



d, Paáak Baiai clan Bangunan adalah Has i l Penerimaan Pa, 
jak Bumi clan Bangunan Bagian Daerah. Tingk&t I 
Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dieingkat 
PBB ? 

e. Pemerintah Desa aclalah Pemerintah Desa dalam «Sila, 
yaù Propinai Daerah Tingkat ì Nusa Tenggara WJapirj 

f • Pemerintah -Kelurahan aclalah Pemerintah Keluraïïan 
claXam 1/Í lay ah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Teng 

..' gara Tìjnur. 

'; BÁB ÍI ' % 
BJ25ARNÏA TEmiSlEAia PBB 

* Pasal 2 
(lì) /Pemerintah Daerah menyisihkah 10 °ß> ( sepuluh persan) 

d a r i penerimaan PBB sebagài' bantüan kepada Pemerto 
tah Desa dan Pemerintah Kelurahan. 

(2) Bantuan sebagâimana climaksud pada ayat (1 ) pasal 
i n i oleh Pemerintah Daerah dianggarkan daïam îÉĴĝ  
jgaT8n Pendapatan clan Belanáa Daerah setiap tahun 
anggaaan. 

BAB I I I 

AERASI DAN TATA CARA B2NT.LÜRAN 

Pasal 3 
* Alokasi bentuan kepada Pemerintah Desa dan Perne 

r i n t a h Kelirahan sebagâimana dimaksuel pada pasal 2 
ayat (1 ) :p*r&turan Daerah i n i ditetapkan oleh Gu 
beraur Kepaia Daerah, 

Pasal al­
i a t a cara peayáluran bantuan sebagâimana dimaksud pada 
pasal 3 Peratjœan Daerah i n i diatùr l e b i h l a n j u t 
^ n g a n Keputuian Guoernur Kepala Daerah. 

BAB IV. ........... 







E 3 N J E L A S A N , 

. ' ' .ATAS. 
PSRATOiiAN DAERAH 'PRQPINSI 

DAERAH TINGKAT I NÜSA^TPiNGGARA TIMÜR 
NOMOR 3 TAHUN 1991 

ÊSNTANG 
msttísm» mm-mjí^ -PAJAK B U M I T>AN :BANGUNAN BAGIAN 

.DAERAH TINGKAT I N U S A TENGGARA TIMOS KEPADA 
' PB^IHTAH DESA DAN PEMERINTAH KEHJRAHAN 

I , SjmSAN Ü M U M i 
Sobagai pelaksanáan pasal 21 ayat (1) huruf b. iínxlang 
undaiig Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 
Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus 
a» dan Pengawasannya serta Keputusan Menteri Dalam Ne 
g e r i Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan 

... Paneriiaaan Padak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah ..Ting 
. kat I dan Daerah Tingkat H kepada Pemerintah Desa dan 
Keputusan Meafceri Dala» Negeri Nomor 98 Tahun ^990 ten 
tang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Ba 
ügunan Bagian Daerah "Tíngkat I dan Daerah Tingkat - H 

serta Pamberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagi 
an H a s i l Pajak dan Retribusi Daerah' kepada Pemerintah 
Kelurahan, perlu ditetapkan b¡esamya Penyisihan Pene 
rimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I 
Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Desa dan Peme 
r i n t a h Kelurahan. 

Penetapan Peraturan D aerah inx áuga tliinaksudkan dalam 
rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Peme 
r i n t a h Kelurahan dalam p*nyelenggaraan tugas-tugas pe 
rintahan, pemba-ngumn Iceme syarakatan secara berda-
yaguna dan berhasilguna sesuai -dengan-idnskat per 
kemtengan Pemerintahan Desa dmi-KcCtoasxban. 

H . PMJELAoAN PA8AL Pl.flH PASAL : 
- Pasal 1 Í cukup j e l a s . 
- Pasal 2 : cukup j e l a s . 

- Pasal 3. 


